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Abstract: Marriage is an institution that exist in every society and
religion. Every society and religion have a procedure for each
different from each other. Whether the marriages were valid
under Islamic law. Islam is a religion that recognizes the plurality
of society and religion as a reality of life. Ibn Taimiyya had an
opinion about the validity of marriages outside of Islam (a’kuffar
marriage/ nikdh al-kuffar). Ibn Taimiyya opinion was based on Al-
Qur'an and as-Sunnah (traditions) and the opinions of some
friends (sahabat). Ibn Taimiyya opinion was consistent with the
principles of tolerance in Islam; religious freedom, mutual
respect, and justice. Ibn Taimiyya opinion is very important in
creating a harmonious relationship between religious.

Abstrak: Perkawinan adalah suatu institusi yang cksis pada setiap
masyarakat dan agama. Masing-masing memiliki tata cara yang
berbeda antara satu masyarakat atau agama dengan masyarakat
atau agama lainnya. Apakah perkawinan-perkawinan tersebut sah
menurut hukum Islam? Islam adalah suatu agama yang mengakui
pluralitas masyarakat dan agama sebagai suatu realitas kehidupan.
Ibnu Taimiyah memiliki pendapat tentang sahnya perkawinan di
luar Islam (nikdh al-kuffar). Pendapatnya didasarkan kepada nash
baik al-Qur’an maupun hadis serta pendapat sebagian sahabat.
Pendapat Ibnu Taimiyah ini sesuai dengan prinsip-prinsip
toleransi dalam Islam yaitu kebebasan beragama, saling
menghormati, dan keadilan. Pendapat ini sangat penting dalam
membangun suatu hubungan yang harmonis antar umat
beragama.
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Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang penting
dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu ikatan
yang menuntut pelakunya melaksanakan hak dan kewajiban.
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Dengan adanya perkawinan, kehidupan manusia akan lebih
teratur. Lembaga perkawinan ini dibutuhkan untuk mewujudkan
suatu kepastian hukum bagi orang tua dan anak-anak yang lahir.

Karena urgensitas perkawinan tersebut, maka tidak ada
suatu mayarakat yang tidak memiliki aturan tentang perkawinan,
sesual dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh
mayarakat tersebut. Meskipun hukum ataupun norma tentang
perkawinan antara masyarakat yang satu dengan yang lain
berbeda, baik yang berkaitan dengan persyaratan maupun
tatacara perkawinan, tetapi semua aturan itu bertujuan
mewujudkan kehidupan berkeluarga dan bemasyarakat yang
teratur sehingga terwujud keharmonisan dan ketenteraman dalam
hidup.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa —selain
kelahiran, perkawinan, dan kematian— yang dianggap sebagai
peristiwa penting dalam kehidupam manusia yang diakui oleh
semua adat dan agama. Van Gennep menyebutnya dengan Rifes
de Passage (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan atau
perubahan status dari mempelai berdua di mana sebelumnya
mereka hidup terpisah, tetapi setelah melakukan perkawinan
mereka hidup bersama sebagai suami-istri. Rites de Passage ini
terdiri dari tiga tahap:

1. Rites de separation, yaitu perpisahan dari status semula;
2. Rites de marge, yaitu perjalanan ke status baru;
3. Rites d’aggregation, yaitu penerimaan dalam status baru.'

Perkawinan adalah suatu proses yang penting bahkan
sakral, bukan hanya untuk meresmikan suatu keluarga baru saja,
melainkan juga sebagai jalan untuk melestarikan generasi/
penerus bagi masyarakat.

Di dalam masyarakat muslim, hukum atau norma yang
dipegang didasarkan kepada ketentuan yang ada dalam nash, baik
al-Qur’an maupun al-sunnah. Di dalam QS. al-Rum (30): 21
disebutkan tentang pentingnya suatu perkawinan. Perkawinan

I Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Bandung:
Alumni, 1973), hlm.140.
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memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinab,
yang dilandaskan pada mawaddah dan rabmab.
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“Dan di antara tanda-tanda keknasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri
dari _jenismu  sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram Repadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasibh dan sayang. Sesunggubnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kanm yang berpikir.”

Islam sebagai agama yang terakhir dihadapkan dengan
suatu realitas perbedaan hukum karena perbedaan agama,
termasuk di dalamnya adalah hukum perkawinan yang berbeda
(perkawinan non-muslim), baik ketika Islam baru turun di mana
masyarakat kafir Quraisy pada saat itu juga memiliki aturan
tentang perkawinan, maupun pada masa sekarang. Persoalan
penting dalam perkawinan di luar Islam —dengan aturan-aturan
yang tidak sama dengan ketentuan hukum Islam— yang
dilakukan oleh orang-orang non-muslim (#ikah al-kuffar) adalah
apakah sah atau tidak menurut hukum Islam. Persoalan ini
dianggap penting karena beberapa alasan, antara lain, berkaitan
dengan persoalan kewarisan dan perwalian dalam perkawinan.
Ketika orang tua dan anaknya masuk Islam, apakah mereka
memiliki hubungan nasab yang sah, sehingga bisa saling mewarisi
dan seorang bapak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya.

Persyaratan Perkawinan dalam Hukum Islam
Di dalam hukum Islam, sah tidaknya suatu perkawinan

tergantung sejauh mana ketentuan-ketentuan tentang persyaratan
perkawinan itu terpenuhi. Ketentuan-ketentuan ini berupa
rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan

Rukun-rukan perkawinan itu adalah:
1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali.

2.QS. al-Rum (30): 21.
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3. Saksi.
4. Akad perkawinan (ijab-qabul).’

Rukun-rukun perkawinan itu harus memenuhi syarat-
syarat tertentu. Seperti ketentuan yang berkaitan dengan syarat
calon mempelai laki-laki dan perempuan serta keharusan adanya
wali dan dua saksi. Syarat calon mempelai laki-laki dan
perempuan disebutkan dalam al-Qur’an:
;ujm}muutsuummuw ;M\wesjb\c&u\};&u‘ﬁ}
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“Dan janganlah kamn kawini wanita- u/amfa yang telah dzkzawmz oleb @/gbfml, ferkmm/z
pada masa_yang telah lampan. Sesunggubnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allab
dan seburuk-buruk jalan (yang ditempub). Dibaramkan atas kamn (mengawini) ibu-
thumn; anak-anakmu yang perempuan; saudara-sandaramu yang perempuan, sandara-
sandara bapakmn yang perempuan, sandara-saudara ibumn yang perempuan,; anak-anak
perempuan dari sandara-sandaramn yang laki-laki; anak-anak perempuan dari sandara-
sandaramu yang perempuan;  itbu-ibumn yang menyusui kamu; saudara  perempuan
sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemelibaraannin
dari istri_yang felah kamu campuri, tetapi jika Ramu belum campur dengan istrimu itn
(dan sudab kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan dibaramkan
bagimn) istri-istri anak kandungmn (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan)
dna  perempuan yang bersandara, kecuali yang telah terjadi pada masa  lampan;
sesunggubnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas berisi ketentuan tentang larangan melakukan
perkawinan dengan ibu tiri, anak tiri (di mana ibunya sudah
melakukan hubungan seks dengan laki-laki itu), mabram
(hubungan darah), menantu (istri anak kandung), ibu yang
menyusui, saudara perempuan satu susuan, dan mengumpulkan
dua wanita bersaudara.

3 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-
undang No, 1 Tabun 1974 Tentang Perkawinan), cet. 11 (Yogyakarta: Liberty,
1986), hlm. 30.

+QS. al-Nisa’ (4): 22-23.
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Demikian juga terdapat ketentuan lain, bahwa laki-laki
muslim atau perempuan muslim dilarang menikah dengan orang
musyrik:
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“Dan janganlah kamn nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
Sesunggubnya wanita budak yang mukmin lebil baik dari wanita musyrik, walanpun dia
menarik hatimu. Dan janganiah kamn menikabkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesunggubnya budak yang mukmin
lebib baik dari orang musyrik walanpun dia menarik hatimn. Mereka mengajak ke
neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintab-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.

Keharusan adanya wali dan dua saksi dapat dilihat dalam
hadis Nabi Muhammad saw.:

demu }65}; N C&J N
“Tidak sab suatn pernikaban tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil”.
Wali dan saksi ini disyaratkan beragama Islam.

Bentuk Perkawinan yang Sah menurut Hukum Islam

Di dalam hukum perkawinan Islam terdapat empat

bentuk perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita muslim;

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlulkitab;

3. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik;

4. Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim
(musyrik dan Ahlulkitab).

Bentuk perkawinan yang pertama, yaitu antara laki-laki
muslim dengan wanita muslim, merupakan bentuk perkawinan
yang disepakati oleh seluruh umat Islam tentang sahnya
perkawinan tersebut. Ketentuan tentang kaharusan melakukan

> Al-Baqarah (2): 221.
¢ Al-Syaukani, Nai/ al-Autar (Mesit: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi
al-Halli, t.th.), jilid I, hlm. 580, hadis dati Ibnu ‘Abbas.
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perkawinan dengan agama yang sama yaitu Islam dapat dilihat
dalam al-Qut’an surat al-Baqarah (2) ayat 221.
YJ(‘;S.\.\;G\ }Sjﬁ)meMA)AMYJUAyGA;uSM\ \};S.u\)./}
LJ.\]}\?S.\;::\ }}dﬂwﬁw}nx&b \)M}JGAAU.\SM\ \);S.u
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“Dan janganiah kamu nikabi wanita-wanita musyriR, sebelum mereka beriman.
Sesunggubnya wanita budak yang mukmin lebibh baik dari wanita musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Dan janganlah famn menikabkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesunggubnya budak yang mukmin
lebih baik dari orang musyrik walanpun dia menarik batimn. Mereka mengajak fe
neraka, sedang Allab mengajak ke surga dan ampunan dengan igin-Nya. Dan Allab
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.

Kesimpulan dari ayat di atas adalah bahwa seorang laki-
laki muslim harus menikah dengan wanita muslim demikian juga
wanita muslim harus menikah dengan laki-laki muslim.

Bentuk perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat
merupakan perkawinan beda agama atau antarumat beragama.

1. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlulkitab.
Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita
Ahlulkitab secara tegas disebutkan dalam al-Qur’an:

B iy & da il il o) gy Sy &1 O ol
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“Pada hari ini dibalalkan bagimn yang baik-baik. Makanan (sembeliban) orang-orang
yang diberi Al-Kitab itn halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.
(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita_yang menjaga kehormatan di antara wanita-
wanita yang beriman dan wanita-wanita_yang menjaga kehormatan di antara orang-orang
yang diberi Al Kitab sebelum kamm, bila kamu telah membayar maskawin mereka
dengan  maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya  gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudabh  beriman (tidak

7 QS al-Ma’idah (5): 5.
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menerima bukum-hukum Islam) maka bapuslah amalannya dan ia di hari akbirat
termasuk orang-orang merngs.

Ayat di atas mengandung pengertian tentang halalnya
makanan (sembelihan) orang-orang Ahlulkitab dan halalnya
wanita Ahlulkitab untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Yang
membedakan ayat di atas dengan surat al-Baqarah (2): 221 adalah
keyakinan dan kitab suci yang dimiliki. Dalam konteks ini,
penyebutan Ahlulkitab ditujukan kepada golongan yang memiliki
kitab suci yang dipegangi dan menjadi landasan keyakinannya,
sedangkan penyebutan musyrik ditujukan kepada golongan yang
tidak memiliki kitab suci. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan
yang disebutkan di dalam ayat di atas, binatang buruan dan
sembelihan binatang yang dilakukan Ahlulkitab dianggap sebagai
sesuatu yang fayyibat (baik), karena mereka masih mengakui dan
menyebut nama Allah swt. yang dipercaya sebagai Tuhan yang
menciptakan alam dan tempat kembali manusia di akhirat nanti.*

Apabila ditarik pengertian yang lebih dalam, ayat 5 surat
al-Ma’idah tersebut menunjuk pada tema pokok yaitu halalnya
hal-hal yang sayyibat (baik). Termasuk dalam hal-hal yang fayyibat
ini adalah daging binatang yang disembelih oleh Ahlulkitab dan
perempuan-perempuan, baik mukmin ataupun perempuan-
perempuan Ahlulkitab, yang menjaga kehormatannya (muhsanat).
Adapun hal-hal yang dipandang tidak baik adalah pernikahan
(wanita muslim) dengan laki-laki musyrik, (laki-laki muslim)
dengan perempuan musyrik dan pezina. Secara umum makna
yang baik (fayyibat) adalah hal-hal yang halal bagi umat Islam dan
hal-hal yang jelek (a/-khaba’is) adalah hal-hal yang haram bagi
umat Islam.”

Meskipun secara tegas perkawinan laki-laki muslim
dengan wanita Ahlulkitab diperbolehkan, para ulama berbeda
pendapat tentang siapa Ahlulkitab dan tentang cakupan

8 Departemen Agama RI, Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an
Tematik), cet. 1 (Jakarta: Departemen Agama Ri, Badan Litbang dan Diklat
Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), him. 26-27.

? Ibid., him. 207.
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Ahlulkitab. Agama apa saja yang termasuk dalam agama
Ahlulkitab, sehingga penganutnya dapat disebut golongan
Ahlulkitab. Perbedaan pendapat tesebut adalah:

a.  Umar ibn al-Khattab mengakui bahwa penganut Yahudi dan
Nasrani adalah Ahlulkitab, tetapi dia pernah melarang Talhah
ibn ‘Ubaidillah untuk menikah dengan seorang perempuan
Yahudi.

b. Menurut Imam Syafi’i, istilah Ahlulkitab hanya meliputi
pengikut agama Yahudi dan Nasrani yang berasal dari
keturunan Bani Israil saja —bukan dari keturunan ras atau
suku yang lain'"— sebelum kedatangan Islam." Dia
mengkhususkan Yahudi dan Nasrani hanya orang-orang yang
berasal dari keturunan Bani Israil karena Musa dan Isa adalah
nabi-nabi yang diutus dan dikhususkan untuk keturunan Bani
Israil.

c. Syi’ah Rafidah secara tegas melarang terjadinya perkawinan
antara orang Islam dengan non-muslim tanpa membedakan
apakah pemeluk Islam itu laki-laki atau perempuan dan tanpa
membedakan apakah non-muslim itu Ahlulkitab atau non-
ahlulkitab. Perkawinan antara muslim dengan non-muslim
dilarang secara mutlak."”

d. Menurut Abu Hanifah, istilah Ahlulkitab ditujukan kepada
siapa pun yang percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan
oleh Allah kepada para rasul dan nabi-Nya, tidak hanya
dikhususkan bagi pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa yang
disebut dengan orang Yahudi dan Nasrani. Cakupan
Ahlulkitab meliputi juga orang-orang yang mengimani Su)uf
Ibrahim dan Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi
Dawud, bahkan mencakup orang-orang Sabi’in (penyembah
bintang). Namun, pendapat ini tidak diikuti oleh muridnya

10 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 366.

" Ibnu Taimiyah, a/-Tafsir al-Kabir (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th.),
Jilid II, hlm. 184.

12 Ibid., Jilid 11, hlm. 181.
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yang bernama Abu Yusuf dan Muhammad. Menurut
keduanya, Sabiin tidak termasuk dalam Ahlulkitab."

e. Menurut Ahmad ibn Hanbal, cakupan makna Ahlulkitab
selain menunjuk kepada pengikut Yahudi dan Nasrani, juga
mencakup orang-orang Majusi."*

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang berbeda dengan
pendapat-pendapat di atas. Ahlulkitab adalah orang-orang yang
menganut Agama Yahudi dan Nasrani, baik keturunan Bani Israil
maupun bukan, baik sebelum kedatangan Islam maupun
sesudahnya. Penyebutan Ahlulkitab ditujukan kepada penganut
agama, bukan kepada keturunan siapa atau kapan waktunya,
sebagaimana penyebutan seorang muslim adalah kepada orang
yang menganut agama Islam dan tidak berkaitan dengan agama
yang dianut oleh orang tuanya,"” sehingga Ahlulkitab mencakup
orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Islam dan
juga orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani
setelah kedatangan Islam.

Alasan Ibnu Taimiyah adalah karena penyebutan tersebut
bagi mereka (penganut agama Yahudi dan Nasrani) terdapat di
dalam Al-Qur’an, artinya setelah kenabian Muhammad masih ada
penyebutan Ahlulkitab, hal ini berarti Ahlulkitab masih tetap ada,
meskipun agama Islam sudah ada sebagai pengganti dari agama
Yahudi dan Nasrani. Penyebutan tersebut dilihat dalam surat al-
Bayyinah (98): ayat 1 dan ayat 6. o .

() Al Al (s SR8 G Rl B Jb) G 15D Gl o

“Orang-orang kafir Yakni abli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa

mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang
nyata”.

13 Ahmad al-Razi al-Jassas, Abkam al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid
111, hlm. 135.

4 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, hlm. 38 dan 367. Sabiin menurut M.
Rasyid Ridha adalah bagian datri agama Nasrani. M. Rasyid Rida, a/-Manar
(Beirut: Dar al-Ma’asif, t.th.), Jilid I, hlm., 337.

15 Ibnu Taimiyah, a/-Fatawa al-Kubra (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.), jilid II, hlm.
189-190.
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“Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni abli kitab dan orang-orang yang musyrik
(akan masuk) ke neraka Jabannam; mereka kekal di dalammya. mereka itn adalah
seburnke-burnk makhink’.

Dua ayat tersebut memberikan petunjuk, bahwa yang
dimaksud dengan Ahlulkitab mancakup juga orang yang
menganut agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya 7zabdil
(kedatangan Islam)."

Di dalam Al-Qur’an, orang-orang Ahlulkitab dianggap
sebagai golongan yang keluar dari ajaran tauhid. Mereka telah
menjadi orang-orang yang musyrik. Agama telah mereka ubah
(ganti), sehingga dua agama tersebut yang pada awalnya
mengajarkan tauhid berubah menjadi agama yang megajarkan
kemusyrikan. Orang-orang Yahudi telah menjadikan ‘Uzair
sebagai anak Tuhan dan orang Nasrani menjadikan al-Masih (‘Isa
ibnu Maryam) sebagai anak Tuhan, sebagaimana disebutkan di
dalam QS. al-Taubah (9) ayat 30:
e@.&\jﬁi.u?@l)sdbom\ u.a\ C“"'MM Lg_)\..aﬂ\ ;ﬂ\ﬁj‘m\ u.s\ _)4)9 A;@.\l\ d\ﬁj

(7 ) G885 I 2 28 (8 B 150 Gl 038 G alia)
“ Orang-orang Yabudi berkata: "Uzair itn putera Allah" dan orang-orang Nasrani

berkata: "Al masib itu putra Allah". Demikianiah itu Ucapan mereka dengan mulut
mereka, mereka menirn Perkataan orang-orang kafir yang terdabulu. Dilaknati Allah
mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?

Pendapat yang lebih luas tentang cakupan Ahlulkitab
adalah pendapat dati penulis tafsit a/-Manar yaita M. Rasyid Rida.
Menurutnya, Ahlulkitab tidak hanya terbatas penganut agama
Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup Majusi (penyembah api),
Sabi'in (penyembah bintang), pengikut agama India, China, dan
Jepang.'” Sabi’in adalah bagian dari agama Nasrani."

M. Quraish Shihab lebih memilih pendapat Ibnu
Taimiyah, bahwa Ahlulkitab adlah pemeluk agama Yahudi dan

16 [bid., hlm. 368.
17 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qnran, hlm. 38 dan 367.
18 M. Rasyid Rida, ai-Manar (Beirut: Dar al-Ma’arif, t.t.), jilid II, hlm. 337.
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Nasrani dan bukan yang lain. Pendapat ini didasarkan kepada

penggunaan istilah Ahlulkitab di dalam al-Qur’an yang hanya

meliputi dua golongan tersebut sebagaimana surat al-An’am (6):

156:

GAY g G B ()5 B G e e L 03 ) 1448 G
(et

“(Kami turunkan Al-Qur'an) agar kamu (tidak) mengatakan, babwa kitab ini hanya

diturunkan kepada dna golongan saja sebelum fami dan sesunggubnya kami tidak
memperhatikan yang mereka baca”.

Dua golongan yang dimaksud dalam ayat di atas yang
diberi al-Kitab adalah golongan Yahudi dan Nasrani."” Pendapat
ini merupakan pendapat yang banyak dipegang oleh umat Islam
termasuk umat Islam di Indonesia.

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik.

Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan wanita
musyrik secara tegas disebutkan di dalam surat al-Bagarah (2)
ayat 221. Di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki muslim atau
wanita muslim, kalau melakukan perkawinan dengan orang
musyrik maka dilarang. Pengertian musyrik di sini adalah orang
yang menganut agama selain Islam (non-muslim).

Di kalangan ulama terdapat perbedaan tentang siapa
orang yang termasuk kelompok musyrik. Perbedaan ini sesuai
dengan perbedaan mereka dalam menentukan siapa Ahlulkitab.
Orang di luar Islam yang tidak termasuk Ahlulkitab adalah orang
musyrik.

3. Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim
(musyrik/Ahlulkitab).

Ulama empat mazhab sepakat bahwa perkawinan wanita
muslim dengan laki-laki non-muslim dilarang, baik laki-laki
tersebut adalah orang musyrik maupun penganut agama Yahudi
dan Nasrani (Ahlulkitab). Larangan ini didasarkan pada QS. Al-
Baqarah (2) ayat 221.

19 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, hlm. 368.
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Perkawinan di Luar Islam (Nikah al-Kuffar)

Di dalam pergaulan dengan umat non-muslim, umat
Islam dihadapkan bukan saja dengan hukum perkawinan antar
umat yang berbeda agama, baik umat Islam dengan non-muslim
Ahlulkitab maupun non Ahlulkitab. Umat Islam juga dihadapkan
pada persoalan bagaimana menyikapi perkawinan-perkawinan
yang dilakukan oleh mereka dengan hukum yang mereka anut.
Apakah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang non-
muslim dengan hukum yang mereka miliki sah atau tidak
menurut hukum Islam.

Di kalangan umat Islam terdapat berbagai pendapat
tentang hukum perkawinan di luar Islam. Ahmad al-Razi al-
Jassas menyebutkan pendapat Abu Hanifah, bahwa perkawinan
yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim dengan tata cara
mereka diakui oleh Islam. Apabila mereka, suami-istri,
menghendaki diterapkan aturan Islam, maka hal tersebut
dibolehkan. Apabila salah satunya menghendaki, tetapi yang lain
menginginkan tetap dengan aturan agama mereka, perkawinan
itu tetap sah dan diakui oleh Islam. Demikian halnya apabila
suami istri tersebut masuk Islam, mereka tidak diperintahkan
untuk melakukan pernikahan ulang.”’ Adapun perkawinan yang
tidak diakui adalah:

1). Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya saksi perkawinan;
2). Perkawinan dalam masa ‘iddah.

Pengakuan vyang dilakukan Abu Hanifah terhadap
perkawinan di luar Islam didasarkan pada ketetapan dari Nabi
Muhammad saw. Suatu ketika Nabi mengambil jizyah dari orang-
orang Majusi di mana banyak dari mereka yang melakukan
perkawinan dengan mapram mereka, hal itu diketahui oleh Nabi,
tetapi Nabi tidak memerintahkan mereka untuk bercerai.
Demikian pula dalam perkawinan yang dilakukan olah orang-
orang Yahudi dan Nasrani di mana banyak perkawinan yang
tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi Nabi tidak menyuruh
mereka untuk bercerai ketika mereka membuat perjanjian sebagai

20 Ahmad al-Razi al-Jassas, Abkam al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid II:
611-612.
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abl  al-zimmah, seperti yang dilakukan oleh penduduk Kota
Najran.”

Menurut Abu Hanifah, dua peristiwa di atas merupakan
dasar bahwa Nabi mengakui perkawinan mereka dan mengakui
keberadaan ajaran, mazhab, dan agama (7#gad) mereka yang sesat
dan batil. Tetapi, pengakuan Nabi tersebut tidak berlaku dalam
persoalan riba yang dilakukan mereka, karena Nabi melarang
mereka melakukannya.”

Selain berdasarkan tindakan Nabi, Abu Hanifah juga
mendasarkan pendapatnya kepada ketetapan yang dibuat oleh
Umar ibn al-Khattab. Ketika Umar berhasil menaklukkan kota
al-Sawwad di Irak, dia mengakui perkawinan yang dilakukan
penduduk kota yang beragama Majusi. Umar tidak menetapkan
hukum untuk menceraikan mereka, meskipun perkawinan yang
mereka lakukan adalah perkawinan dengan mapram-mahram
mereka.”

Imam Malik berpendapat, bahwa perkawinan di luar Islam
(abl al-syirk) bukanlah perkawinan yang sah, sehingga perkawinan
tersebut tidak diakui oleh Islam. Perkawinan yang mereka
lakukan tidak menjadikan mereka menjadi muhsan** Apabila
kemudian terjadi perceraian, perceraian yang mereka lakukan
bukanlah suatu perceraian. Demikian juga apabila seorang
muslim menceraikan istrinya yang bukan muslim, kemudian
wanita tersebut dinikahi oleh orang non-muslim dan telah
diceraikan (nikah muhallil), perkawinan ini tidak menjadikan suami
yang pertama boleh menikahinya kembali.”

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang sama dengan Abu
Hanifah tentang sahnya perkawinan di luar Islam yang dilakukan

2 Ibid.

22 [bid.

2 1bid.

2Mubsan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang yang
sudah menikah, sedangkan untuk menyebutkan orang yang belum menikah
digunakan istilah gazr mubsan.

% Ibnu Taimiyah, Mami'at al-Fatawa (Riyad: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah,
1998), XXXII; 111-112.
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oleh non-muslim, tetapi dalil yang digunakan memiliki
perbedaan. Pendapatnya adalah apabila perkawinan yang mereka
lakukan tidak dilarang oleh aturan agama mereka, maka
perkawinan itu tetap diakui, meskipun menurut hukum Islam
dianggap sebagai perkawinan yang diharamkan. Apabila suami
istri tersebut kemudian masuk Islam, perkawinan tersebut tidak
dibatalkan. Perkawinan itu dapat dibatalkan hanya apabila
dilakukan dengan mapram mereka.”

Perkawinan di luar Islam memiliki hukum yang sama
dengan akad-akad yang lain yang mereka lakukan sebelum Islam,
seperti akad perjudian, riba dan jual beli khamr. Apabila mereka
kemudian masuk Islam, harta yang mereka peroleh dari akad-
akad tersebut tetap menjadi hak mereka, tetapi mereka harus
meninggalkan akad-akad tersebut setelah masuk Islam.”

Pendapat ini didasarkan kepada:

a). Al-Qur’an surat al-Lahab (111) ayat 4: p
(1) ball s 4l
“...dan istri (imra'at)nya (Abi Labab) adalah pembawa kayn bakar’.

Al-Qur’an surat al-Tahtim (66) ayat 11:
w\‘_gl.u.}dd.\c‘_;u.}\u_)d\ﬁd\uﬁ)ﬁb\f\ \Jm\u.uﬂ)\.ma.u\u_)a.a‘j
(1)) Cnallall o380 e 855 ala 5 (58 8 (255
“Dan Allab membunat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang
beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkaniah untukkn sebuab
rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah akn dari Fir'ann dan
perbuatannya, dan selamatkanlal aku dari kaum yang zalim."

Lafaz imra’at pada dua ayat di atas memiliki makna istri,
yaitu istti Abu Lahab dan istri Firaun. Makna istri
merupakan makna yang umum, yaitu istri yang sah.”

b). Hadis.

26 Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut sama dengan pendapat Aba Bakar dan
Aba Masa al-Asy’arl. Lihat Ala'n ad-Din ibn ‘Abbas al-Ba’li, a/-lkbtiyarat al-
Fighiyyah min Fatawa Syaikh al-Islam 1bn Taimiyah (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.),
hlm. 224.

27 Ibnu Taimiyah, Majmsi’at al-Fatawa... XX11, hlm. 9.

B Tbid., XXX1II; 111-112.
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Suatu ketika Nabi memerintahkan para sahabat —yang
dulunya kafir— yang memiliki istri lebih dari empat agar
mereka memilih empat di antara istri-istri tersebut dan
menceraikan yang lainnya. Perintah Nabi kepada mereka
untuk memilih empat istri tidak disertai adanya perintah
untuk menikahi ulang empat istri tersebut dengan ketentuan
perkawinan dalam Islam, seperti perintah Nabi kepada
seorang sahabat yang bernama al-Haris ibn Qais yang
memiliki delapan istri.”” Perintah Nabi tersebut menunjukkan
bahwa perkawinan al-Haris yang dilakukan ketika dia kafir
merupakan perkawinan yang sah.”

Pendapat Ibnu Taimiyah di atas didukung oleh
muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dasar dari
pendapat Ibnu Qayyim memiliki kesamaan dengan Ibnu
Taimiyah adalah:

a). Di dalam Al-Qur’an Allah menyebutkan istilah zwra’at
yang berarti istri, sebagaimana penyebutan istri Abu
Lahab’ dan istri Firaun.”

b). Sebagian besar sahabat adalah orang yang dilahirkan oleh
orang tua yang melakukan perkawinan di luar Islam
(sebelum Islam) dalam keadaan musyrik, tetapi Nabi
tetap menasabkan mereka dengan orang tua mereka.

c). Banyak di antara orang-orang kafir yang masuk Islam dan
kemudian menjadi sahabat Nabi memiliki istri lebih dari
empat. Nabi tidak membatalkan perkawinan mereka,

2 Ibid., hlm. 198. Hadis yang dijadikan dasar tentang sahnya perkawinan di
luar Islam oleh Ibnu Taimiyah memiliki kandungan makna yang sama dengan
hadis tentang Gailan ibn Salmah al—Saqaﬁ. Sebelum masuk Islam, dia memiliki
sepuluh istri. Setelah dia masuk Islam, Nabi memerintahkannya untuk
memilih empat orang sebagai istrinya dan menceraikan istri-istri yang lainnya.
Perintah Nabi kepadanya tanpa disertai perintah untuk melakukan perkawinan
ulang dengan empat istrinya tersebut. Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Abwab al-
Nikah, cet. IIT (Beirut: Dar al-Fikr, 1978) II; 298-299, hadis nomor 1138.

30 Ibnu Taimiyah, Majni'at, XXXII; 198.

31.QQS. al-Lahab (111): 4.

32.Q3S. al-Tahrim (66): 11.
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tetapi Nabi memerintahkan mereka untuk memilih empat
istri dan menceraikan yang lainnya.”

Menurut Ibnu Qayyim, apabila terdapat perkawinan
di luar Islam kemudian suami istri tersebut masuk Islam
bersama-sama, mereka tidak diperintahkan untuk melakukan
perkawinan yang baru (ulang). Suatu ketika ada seorang laki-
laki kafir yang masuk Islam bersama istri-istrinya, Nabi tidak
bertanya tentang cara-cara perkawinan yang dilakukan. Hal
ini menunjukkan, bahwa Nabi mengakui perkawinan
mereka.”

Berkaitan dengan persoalan apabila salah satu suami
atau istri masuk Islam, menurut Ibnu Qayyim, mereka diberi
batas waktu %ddah. Apabila dia kemudian masuk Islam, maka
perkawinan itu dilanjutkan dan tidak dilakukan perkawinan
ulang, seperti Ummu Hakim yang masuk Islam lebih dulu
dari pada suaminya (Ikrimah), demikian juga Abu Sufyan
yang masuk Islam sebelum Fa#h) al-Makkah, sedangkan
istrinya (Hindun) masuk Islam setelah Fat) al-Makkah. Nabi
tidak menyuruh mereka melakukan perkawinan ulang.”

Implikasi Hukum Perkawinan di Luar Islam

Di dalam Usul Fikih, sumber hukum dalam penetapan
suatu hukum adalah al-Qur’an, Hadis, ijmak, dan qiyas. Pendapat
Ibnu Taimiyah di atas didasarkan pada al-Qur’an dan hadis,
sehingga pendapat tentang sahnya Perkawinan di luar Islam
(nikah al-kuffar) ini memiliki landasan hukum yang kuat.

Dengan pendapat ini, maka akibat dari perkawinan
tersebut sama dengan perkawinan yang dilakukan oleh umat
Islam dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, seperti
sahnya keturunan, sehingga terdapat hubungan nasab antara
orang tua dengan anak. Akibat berikutya adalah adanya hak waris
antara orang tua dan anak, serta antara suami-istri ketika

3 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Abkdm ahl al-Zimmah, cet. 1 (Dimsyaq: Matba’ah
Jami’ah Dimsyaq, 1961), I; 308-309.

34 Ibid., hlm. 318-319.

3 Ibid., hlm. 324-325.
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semuanya memeluk Islam dan adanya hak perwalian orang tua
(bapak) terhadap anak perempuannya.

Di dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa sebab-
sebab seseorang memperoleh harta warisan dari pewaris antara
lain adalah adanya hubungan perkawinan dan kekerabatan.
Perkawinan yang menjadi sebab adanya kewarisan adalah
perkawinan yang sah.” Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah,
maka suami-istti yang bukan muslim —dan melakukan
perkawinan dengan hukum mereka— yang kemudian masuk
Islam, maka antara suami-istri tersebut terdapat hubungan yang
sah menurut Islam sebagai suami-istri. Apabila salah satu dari
keduanya meninggal dunia, maka yang lainnya sebagai ahli waris.

Hal di atas juga berlaku dalam hubungan kewarisan orang
tua dengan anaknya. Karena perkawinan tersebut diakui oleh
Islam, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut
memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya. Apabila
semuanya —orang tua dan anak— kemudian masuk Islam, maka
di antara orang tua dan anak terdapat hak untuk saling mewarisi.

Sahnya perkawinan di luar Islam, menjadikan hak
perwalian orang tua (bapak) terhadap anak perempuannya dalam
melakukan akad perkawinan adalah sah, apabila orang tuanya
(bapak) dan anak perempuan tersebut masuk Islam. Perwalian di
sini adalah perwalian berdasarkan keturunan atau nasab. Tetapi,
apabila hanya anak perempuannya yang masuk Islam dan orang
tuanya (bapak) tetap non-muslim, maka orang tuanya tidak
berhak menjadi wali, karena syarat dari perwalian dalam
pernikahan adalah Islam. Perbedaan agama menjadi halangan
perwalian dalam pernikahan.

Adapun pendapat Ibnu Taimiyah tentang perkawinan
dengan mahram-nya harus dibatalkan, hal itu sesuai dengan tujuan

3 Dalam hukum waris Islam disebutkan sebab-sebab tetjadinya pewarisan
harta dari pewaris kepada ahli waris, yaitu perkawinan, kekerabatan, dan wala’.
Fatchur Rahman, Imu Waris, cet. 11 (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), hlm.
113. Adapun sebab-sebab yang menghalangi tetjadinya pewarisan adalah
perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama serta perbedaan, Abdul
‘Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van
Hoeve, 1999), hlm. 316.
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syati’at (maqasid al-syari'ah) yang berupa tetjaganya kesehatan dari
keturunan yang dilahirkan.”” Dalam sejarah, kita bisa melihat
contoh yang diberikan oleh Nabi Adam dalam menikahkan
anaknya, Qabi/ dan Habil. Mereka tidak dinikahkan dengan
saudari kembarnya tetapi dengan yang lainnya. Di dalam hukum
perkawinan Islam pun perkawinan dengan mahram merupakan
perbuatan yang dilarang, antara lain disebutkan dalam surat al-
Nisa’ (4): 23.
u\.u} C‘}!\ a_aLuj (QSJYIAJ eS;Lu:J (,SJ\P\} eS.aLuj (ASSLG.A‘ Sﬁiﬂf_ u.q;’;
?S"L““" k_ll.@_o\} 4.‘:1.;4)!\ e ?S"‘P‘} eSAMJ\ M) eSALeaﬂ‘j <Al
e—\hé ‘5-'}5-' A48 G eﬂﬁ sl eS-"-w e B4 & SN é—*—"—uj
u_u;}[\ Om ) gaaad Gl g ?S")“"‘ wuml\ eS.'Lu\ dJJA}eS.\lD CL;; )\Sug_i
(YT‘)LA.\AJ‘J}QQ ulSA.U\u\uLnJSLAY\
“Dibarambkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;
sandara-sandaramu  yang perempuan, sandara-sandara  bapakmn yang perempuan;
sandara-sandara ibumn yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari sandara-sandaramn yang perempuan; ibu-
thumn yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua);
anak-anak istrini yang dalam pemeliharaannu dari istri yang telah kamn campuri, tetapi
Jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak
berdosa kamu mengawininya; (dan dibaraman bagimn) istri-istri anak kandungmu
(menantn); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersandara,
kecuali yang telah terjadi pada masa lampan; Sesunggubnya Allah Maba Pengampun lagi
Maba Penyayang.”

Pengakuan terhadap sahnya perkawinan di luar Islam
sesual dengan prinsip-prinsip syari’at Islam tentang toleransi
(tasamnb) terhadap agama lain (non-muslim), yaitu prinsip:”

37 Syaikh Hasan Ayyoub, Fikih Kelnarga, tetj., M. Abdullah Ghoffar FM
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 23. Tujuan dari syari’at Islam
(magagsid al-syarr'ah), oleh sebagian ulama dirumuskan dalam lima hal, yaitu
kemaslahatan dalam agama, jiwa, keturunan/kehormatan, akal, dan harta.

3% Prinsip-prinsip toleransi dalam Islam yang lain adalah: 1). Menjaga
kemurnian agama (QS al-Kafirun (109): 1-5), “Katakanlah (wahai
Muhammad), wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu
sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak
pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak (pula)
menjadi penyembah apa yang aku sembah.” 2). Tolong-menolong (al-Ma’idah
(5): 2), “Hai orang-orang yang betiman, janganlah kamu melanggar syi'at-syi'ar

ASY-SYIR’AH

Jurnal llmu Syari'ah dan Hukum Vaol. 46 No. |, Januari-Juni 2012



Samsul Hadi; Legalitas Perkawinan.. 157

1. Kebebasan beragama

Islam adalah suatu agama yang memberikan kebebasan
kepada manusia untuk memeluk agama yang dia inginkan,
meskipun Islam sudah memberikan petunjuk dan bukti, bahwa
Islam adalah agama terakhir bagi umat manusia. Ayat tentang

kebebasan beragama antara lain:
(D op il
“Bagimu agamamn dan bagikn agamak.

Islam juga melarang terjadinya paksaan kepada orang lain
untuk memeluk agama Islam. Tugas Nabi Muhammad saw. —
termasuk umat Islam— hanyalah supaya menyampaikan ajaran
Islam kepada manusia dan bukan mamaksa mereka untuk
menerimanya, sebagaimana disebutkan dalan surat al-Baqarah
(2): 256: )

S8 Al dadiy sty DK Gad LAl G 3800 G B 0l a8 Y

' (727) Al fonle 15 1 pliadl ¥ (A1 55301 Sl
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesunggubnya telah jelas jalan
yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada

Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesunggubnya ia telah berpegang kepada bubul
tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maba Mendengar lagi Maba

- 9>40

Mengetabui.

2139

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(menggangeu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaaid, dan
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi
kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
3).Mewujudkan perdamaian (al-Anfal (8): 61), “Dan, jika mereka condong
kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
3 QS al-Kafirun (109): 6.

40 Q8. al-Bagarah (2): 256.
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2. Saling menghormati

Sebagai sesama manusia, umat Islam dituntut untuk
menghormati umat non-muslim dan dilarang melakukan
tindakan yang meremehkan dan melakukan penghinaan pada
mereka, bahkan Allah melarang penghinaan terhadap berhala-
berhala yang mereka sembah. Penghinaan terhadap berhala dapat
menjadi sebab kebencian dan pembalasan.

\JSSL\JJJJS?L‘—JMUJQAM\ \MAAA\U}JL}AU)QA.\U_}J]\\)MYJ
(\~/\) }M\}\SM?@:&?)@;})A*)&\F?@&

“Dan janganiah kamn memaki sembaban-sembahan yang mereka sembah selain Allab,
karena mereka nanti akan memaki Allab dengan melampani batas tanpa pengetabuan.
Demikiantah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian
kepada Tuban merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa
yang dahuln mereka kerjakan.”’

Selain larangan melakukan penghinaan, umat Islam juga
dilarang melakukan perdebatan tentang masalah agama dengan
mereka dengan jalan yang tidak baik, sebagaimana disebutkan
dalam ayat;

Lgﬂhl_m\ \}S)s}e@_m\}oﬂau.d\ Y) UAA\GAGJDY\ u_al_\S]\dA\ \jbla.ayé

(£7) Osalioa A1 GAT5 ay K615 Gl AKH) d)—“} Gl g
“Dan _janganlab kanmu berdebat dengan Abli Kitab, melainkan dengan cara_yang pa[mg
baik, kecuali dengan orang-orang dzalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah
beriman  kepada (Ritab-kitab) yang diturunkan Repada ami dan yang diturunkan
kepadamu; Tuban kami dan Tubanmn adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya

berserah diri"

3. Keadilan

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap adil.
Sikap adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya,
menghukum dan memberi imbalan (ganjaran) sesuai dengan
perbuatan. Adil merupakan suatu sikap yang proporsional dalam
menempatkan suatu persoalan, suatu sikap yang didasarkan pada
suatu pengertian tentang suatu hak dan kewajiban. Kewajiban
untuk bersikap adil ini tidak hanya kepada orang lain yang

4.QQS. al-An'am (6): 108.
42 Q8. al-'Ankabut (29): 46.
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sependapat dengan dirinya, tetapi juga kepada orang lain yang
berbeda pendapatnya, termasuk terhadap orang yang tidak
disukai (d1benc1)
Y\(Acejsuhm?SJA)M\ﬁ}muc\J@mAnuu\}s\}u}S\}m\u.:ﬂ\‘.@_a\\_:
Q) }Luu\.u)man\uun\ \}s.\\}d}s.\ﬂg_us\}a \}hs:\ \}h:..s
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamn jadi orang-orang yang selaln
menegakkan (kebenaran) karena Allab, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlab
sekali-kali kebencianmn terbadap sesuatu kanm, mendorong kamn untuk berlaku tidak
adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebib dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesunggubnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamn kerjakan..”’

Bahkan terhadap musuh yang melakukan perdamaian,
umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik dan bersikap adil,
sebagalmana ketentuan ayat:

2558 G A0 G B4 RS AT 3 esjm., kR unﬂ‘ o Al Ay
(A) Cdnal) Snd il &) 2l ) shandly
“Allab tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terbadap orang-orang

yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimn.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”™

Penutup

Terdapat dua pendapat ulama dalam persoalan kaabsahan
perkawinan di luvar Islam (wkah al-kuffar), sebagian tidak
mengakui sahnya perkawinan itu dan sebagian yang lain
mengakui seperti Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah
tentang legalitas perkawinan di luar Islam didasarkan kepada al-
Qur’an dan hadis. Pengakuan terhadap sahnya perkawinan di luar
Islam menjadi dasar tentang sahnya hubungan nasab antara
orang tua dengan anaknya, yang pada gilirannya ketika orang tua
dan anak masuk Islam, maka terdapat hubungan kewarisan dan
hak perwalian dalam pernikahan.

4.Q8S. al-Ma'idah (5): 8.
# QS. al-Mumtahanah (60): 8.
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